
BUPATI TAPIN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 100.3.3.2/050/KUM/2025 

 

TENTANG 

 

PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI  

AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

KABUPATEN TAPIN 

TAHUN 2025 - 2026 

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang    :  a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat 

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor : 

S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 

Desember 2024 hal Akselerasi Penuntasan 

Pengelolaan Sampah Nasional, perlu 

menetapkan Peta Jalan (Roadmap) Rencana 

Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan 

Persampahan Kabupaten Tapin Tahun 2025-

2026; 

b. bahwa penetapan Peta Jalan (Roadmap) 

Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan 

Pengelolaan Persampahan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a diatas 

dilaksanakan sesuai dengan kewenangan 

Pemerintah Kabupaten dalam 

penyelenggaraan pengelolaan sampah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati; 

Mengingat     :      1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah  

beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah  diubah  beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601), sebagaimana telah  diubah  beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5347); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 

10. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 223); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan 

Sampah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 274); 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan 

Prasarana dan Sarana Persampahan dalam 

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 470); 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ 

PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

 

 



15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 752); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2015 Nomor 06); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2019 Nomor 10); 

18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah 

beberapa  kali,  terakhir   dengan  Peraturan 

Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2022 Nomor 15); 

19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 

2019 tentang Pengurangan Penggunaan 

Kantong Plastik (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2019 Nomor 06); 

20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 

2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah 

dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2018 Nomor 22); 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 

PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI 

AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 

2025-2026. 

KESATU         : Menetapkan Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi 

Akselerasi Penuntasan Pengelolaan 

Persampahan Kabupaten Tapin Tahun 2025-

2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi 

Penuntasan Pengelolaan Persampahan 

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 

bertujuan untuk memberikan panduan bagi 

Pemerintah Daerah, sektor swasta, serta 

masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan 

sampah secara lebih terarah, inovatif, dan 

berbasis teknologi. 

KETIGA : Seluruh pemangku kepentingan yang terkait 

dalam pengelolaan sampah di Daerah agar 

melaksanakan Peta Jalan (Roadmap) Rencana 

Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan 

Persampahan sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

KEEMPAT         : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah terkait lainnya, dan sumber anggaran 

sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

KELIMA :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 10 Maret 205 

BUPATI TAPIN, 

     

       

    ttd     

         ttd 

YAMANI 

 

 



Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth:  

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta; 

2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru; 

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di 

Banjarbaru; 

4. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau; 

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; 

6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; 

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin di Rantau; 

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau; dan 

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Tapin di Rantau. 


